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ABSTRAK 

KATMOJO ATMODARMINTO, 201720251012, Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa Di Kecamatan Tambelang Kabupaten 

Bekasi Periode 2016-2018 (Studi Komparatif Desa Pada Kecamatan Tambelang 

dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 425K/PID. SUS/2016), Jumlah 

Halaman 123, Tahun 2019. 

 

 

Korupsi seolah sudah merasuki lapisan masyarakat hingga ke tingkat bawah. Dulu 

hanya pajabat dengan jabatan tinggi yang terlibat korupsi. Tapi dewasa ini korupsi 

sudah menjamah tingkat kecamatan bahkan tingkat desa. Aparatur desa dalam 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 terbagi menjadi Kepala Desa, serta 

Perangkat Desa. Dalam praktiknya tidak jarang terdapat Kepala Desa yang 

menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri, sebagaimana terjadi 

pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 425K/PID. SUS/2016. Tujuan 

penelitian ini adalah Untuk meneliti dan menganalisis bentuk penegakan hukum 

terhadap Aparatur Desa yang melakukan tindak pidana korupsi atas Dana Desa. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodelogi pendekatan normatif. 

Menurut Mukti Fajar ND, penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian 

mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku 

yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu 

mucul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan 

perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk 

aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. 

Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan penegakan hukum, baik dari segi 

administratif maupun dari segi pemidanaan terhadap aparatur desa yang 

melakukan tindak pidana korupsi terhadap alokasi dana desa, sejatinya belum 

terlaksana dengan baik di Kecamatan Tambelang. Masalah penegakan hukum ini 

sendiri, penulis telusuri karena kurang seriusnya penegak hukum, dalam 

menanggulangi perkara-perkara yang melibatkan pejabat desa, pihak ketiga 

seperti perusahaan, maupun adanya hubungan nepotisme dengan pejabat daerah, 

seperti kasus yang terjadi diwilayah Desa Sukamantri yang melibatkan CV. Pilar 

Mandiri, yang diduga dimiliki oleh seorang anak dari Anggota DPRD Kabupaten 

Bekasi. 

     

 

Kata Kunci :  Penegakan Hukum, Kepala Desa, dan Tindak Pidana Korupsi 
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ABSTRACT 

 

KATMOJO ATMODARMINTO, 201720251012, Law Enforcement for 

Corruption of Village Fund Budgets in Tambelang District, Bekasi Regency, 

Period 2016-2018 (Comparative Study of Villages in Tambelang Subdistrict with 

Supreme Court Cassation Decision Number 425K / PID. SUS / 2016), Number of 

Pages 123, Year 2019. 

 

 

Corruption seems to have penetrated the layers of society to the lower levels. In 

the past only officials with high positions were involved in corruption. But today 

corruption has touched the sub-district level and even the village level. The 

village apparatus in Law Number 6 of 2014 is divided into Village Heads, and 

Village Devices. In practice it is not uncommon for a Village Head to misuse his 

position to enrich himself, as happened in the Supreme Court Cassation Decision 

Number 425K / PID. SUS / 2016. The purpose of this study is to examine and 

analyze the form of law enforcement against village apparatuses who commit 

criminal acts of corruption in the Village Fund. 

In this study the author uses a normative approach methodology. According to 

Mukti Fajar ND, empirical legal research has the object of study regarding 

community behavior. The behavior of the people studied is the behavior that 

arises due to interacting with the existing norm system. The interaction emerged 

as a form of community reaction to the implementation of a positive statutory 

provision and can also be seen from the behavior of the community as a form of 

action in influencing the formation of a positive legal provision. 

The conclusion of this study is that the implementation of law enforcement, both in 

terms of administration and in terms of the punishment of village apparatuses who 

commit criminal acts of corruption against village fund allocations, has not 

actually been implemented properly in Tambelang District. The problem of law 

enforcement itself, the author explores because of lack of seriousness of law 

enforcers, in dealing with cases involving village officials, third parties such as 

companies, as well as nepotism relations with regional officials, such as the case 

in Sukamantri Village involving CV. Pilar Mandiri, which is allegedly owned by a 

child from a Member of the Bekasi Regency DPRD. 
 

Key Words :  Law Enforcement, Village Chief, and Corruption Crime 
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